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ABSTRAK

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik dalam 
lingkungan global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari prilaku 
manusia. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran 
lingkungan.salah satunya kerusakan lingkungan hidup diakibat penambangan liar 
yang menyebabkan kerusakan yang timbul akan semangkin parah dan 
menanggulanginya akan semangkin sulit.

Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama dalam hal-hal 
apa saja yang menjadi bentuk Pertanggung jawaban Pidana terhadap perusakan 
lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan UndangUndangan 
No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 
tentang kehutanan, kendala apa saja dalam penerapan sanksi pidana terhadap 
pertambangan ilegal ditinjaun Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang 
pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan solusi 
apa saja dalam penyelesaian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku 
perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan Metode pendekatan adalah 
deskriptif analitis yaitu mengambarkan sejauh mana pengaturan tentang 
pertanggung jawaban pidana serta sanksi pidana terhadap perusakan 
lingkungan hutan yang dilakukan sebagai akibat dari pertambangan liar yang 
tanpa izin dilihat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Hasil pengamatan bahwa Pertanggung jawaban Pidana perusakan 
lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan UndangUndangan 
No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.4I Tahun 1999 
tentang kehutanan adalah Pertanggungjawaban Pidana terhadap perusakan 
lingkungan di dalam hukum perundang-undangan kehutanan yaitu berupa sanksi 
administrasi yang meliputi denda dan pencabutan izin usaha. Kendala hutan dalam 
penerapan sanksi pidana terhadap pertambangan ilegal ditinjau Undang-Undang No 
4 Tahun 2009 tentang perlambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan adalah kendala yang sebenarnya dihadapi dalam penerapan sanksi pidana 
dalam sualu kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan 
*n% nSan hutan dari sudut internal dan eksternal. Solusi penyelesaian pertanggung 

jawaban pidana terhadap pelaku /perusakan lingkungan hutan dalam hal 
pertambangan tanpa izin adalah Untuk mengatasi masalah kerusakan 
hutan dengan beberapa langkah. lingkungan

Kata Kunci : Kasus Pencemaran, Pertanggungjawaban, Peraturan Kehutanan

IX
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BABI

PENDAHULUAN

A- Latar Belakang

Negara indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki 

tujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

untuk melaksanakan ketrtiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 

sosial berdasarkan pancasila sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-undang 

Dasar 1945. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi

landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya,
i

ipertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.

Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban, ketentraman dan keteraturan 

masyarakat yang menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan 

penegak pembangunan.2 Dengan demikian, dengan adanya hukum diharapkan 

tercipta keselarasan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat, 

hubungan manusia dengan mahluk lain, serta manusia dan lingkungan.

sarana

maupun

2 ^ Bamdan, Politik Hukum Pidana, PT. RajaGragindo Persada, Jakarta, 1997. HIm 1.
~ -,ono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGraftndo Persada, Jakarta. 1983

1 Uni. 1 54.

i
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Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan 

kepada manusia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, 

manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan 

dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

memberikan

Negara Indonesia sedari dahulu jauh sebelum Indonesia merdeka telah 

tersohor dengan sumber daya alamnya yang berupa isi bumi yang berupa hasil 

tambang. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiataan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan penguasahan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiataan pasca 

tambang’/

Begitu pun dengan hutan, Negara Indonesia juga dikenal dengan hutan tropis, 

seperti hutan tropis di pulau Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia. Pengertian 

hutan itu sendiri adalah Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dalam 

persekutuan alam lingkunganya, yang satu dengan lainya tidak dapat dipisahkan” 4

Lihat Pasal I Butir (I) Undang-Undang Republik Indonesia 
Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan Umum, bagian kesatu tentang pengertian hutan pada Pasal 1 Rutir (1) Undane- 
ndang Rq,ubhk Indonesia No 4 I ahtm 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

No.4 Tahun 2009 tentang
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Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan 

sumber kemakmuran rakyat, cendrung menurun kondisinya, oleh karena itu 

keberdaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya 

lestari, dan diurus dengan ahlak mulia, adiL, arif, bijaksana, profesional, serta 

bertanggungja wab.5

secara

Kegiataan pertambangan sering kali bersinggungan dengan pelestarian alam 

dan lingkungan tak dapat luput begitu pun dengan kelestarian hutan. Para pelaku 

penambangan mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan

alam.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi

sekarang ini, baik dalam lingkungan global maupun lingkup nasional, sebagian besar

bersumber dari prilaku manusia Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti laut,

hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang 

tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia 

adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kadangkala demi ekonomi, lingkungan yang merupakan warisan untuk 

generasi selanjutnya terabaikan, contoh konkrit maraknya penambangan- 

penambangan ilegal yang pada awalnya merupakan usaha pekerjaan sambilan bagi 

masyarakat dan dalam aktivitas penambangan pun cenderung dilakukan dengan

Tahun ^(X)4 temal^I^hutma^ huruf & Undang-undang No.41 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 19
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ggunakan peralatan mesin yang memadai.peralatan tambang seadanya, kini telah 

Bahkan sebagian besar sudah mengarah kepada peralatan penambangan yang lengkap 

dan mahal seperti alat berat dan lain sebagainya.6

men

Kegiataan pertambangan yang dilakukan dengan atau tanpa izin cenderung 

merusak lingkungan hutan, sepatutnya dipertanggungjawabkan perbuatanya. 

Tindakan perusakan terhadap lingkungan hutan tercantung dalam Undang-Undang 

No.41 Tahun 1999 Kehutanan BAB XIV ketentuan pidana Pasal 78. Sedangkan 

kegiataan pertambangan tanpa izin diatur oleh Undang-Undang No.41 Tahun 2009 

tentang pertambangan Pasal 117 sampai Pasal 123. Kegiataan pertambangan yang 

dilakukan dengan atau tanpa izin dan kegiataan itu merusak lingkungan hutan 

sepatutnya dipertanggungjawabkan perbuatanya. Perbuatan perusakan lingkungan 

hutan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No.4l Tahun 1999 tentang

kehutanan.

BAB XIV mengatur mengenai usaha kegiatan pertambangan yang melanggar

ketentuan pidana Pasal 78 (6) jo Pasal 50 (3) hurup g yaitu :

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (4) : Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan 
pertambangan dengan pola pertambangan terbuka atau Pasal 50 ayat (3) hurup 
g: melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksploitasi atau eksploitasi 
bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahuh dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Pasal 78 (11) jo Pasal 50 (3) hurup L dan Pasal (l)jo Pasal 50 (2) yaitu :

6 Ibu/
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(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

Pasal 50 ayat (3) hurup I;membuang benda-benda yang dapatdalam
menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan

kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
atau

Rp. l.OOO.OOO.OOO,00 (satu milyar rupiah).

Keberadaan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menjadi penyebab 

terbesar kerusakan hutan. Berdasarkan data Kementenan Kehutanan (Kemenhut), 70

'j
Persen kerusakan hutan terjadi akibat eksplorasi tambang’.

Menurut Direktur Penggunan Kawasan hutan, Dirjen Planologi Kemenhut, 

Hudoyo, hanya 357 ribu hektar izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan

kemenhut. Jumlah itu tidak ada satu persen dibanding jumlah keseluruhan kawasan

hutan di Indonesia sebanyak 130 hektar. Meskipun izin sangat sedikit, tapi harus

diakui kerusakan hutan terbanyak karena tambang.’ Ujar Handoyo saat diskusi

tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kemenhut, Handoyo menambahkan paling 

banyak kerusakan hutan karena tambang disebabkan adanya tambang liar.8

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) punya kesulitan dalam memantau dan 

memberantasi tambang liar. Saat ini 80 persen permohonan izin pinjam pakai 

kawasan hutan yang masuk ke Kemenhut dari perusahaan tambang yang megajukan 

izin tersebut masih berurusan dengan hukum. Hal itu karena perusahaan tambang

7ww\v/republika.co. id/berita/lingkungan/12/08/07/m8el ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat 
tambang. Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

8www/repub 1 ika.co id/boritn/lingkungan/12/08/07/m8clcz-70peracn-kenisakan-huuin-akibai 
tambang. Diakses pada tanggal 1 1 Januari 2013
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belum memiliki izin, Namun karena mereka sudah melanggar hukum. Selain itu 

paling banyak syarat yang tidak terpenuhi adanya rekomendasi dari kepala daerah.

Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin pinjam, Ujar Handoyo 

pihaknya menjamin masih terkendali. Artinya Kemenhut menjamin perusahaan yang 

sudah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan bukan penyebab kerusakan 

hutan.”Kalau yang sudah memiliki izin selalu kita pantau setiap tahun jadi 

aman.”Ujamya10

Kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ini harus segera dihentikan,

sebab kalau tidak kerusakan yang timbul akan semakin parah dan menanggulanginya

akan semangkin sulit.

Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi

pertambangan. Industri ekstraktif ini dengan mudah melabrak dan mengakali 

berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentinganya, termasuk Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

(PPLH).”Bahkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dianggap sebagai penghambat

investasi. Tak heran, Undang-Undang ini terus diabaikan dan pelan-pelan dipereteli 

kekuatan ya. ”n

9 Ibid 
™ Ibid

"i?m™ *«*- t—.(.latom).
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Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 

10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Itu belum termasuk 

perkebunan skala besar yang wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian

C.12

izin

Demikianlah juga hutan kita setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung 

pertambangan tak luput dari keanekaragaman hayati di dalamnya. Tak 

hanya hutan sungai kita pun dikorbankan. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang 

rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Secara tegas agar Energi dan Sumber 

Daya Mineral tunduk kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dan tidak 

mengintervensi Kementerian Lingkungan Hidup. Segera memberhentikan izin usaha 

pertambangan dan mengevaluasi perusahaan yang merusak lingkungan dan 

melakukan penutupan segera tambang di wilayah hutan untuk menahan laju daya 

rusak tambang.13

terancam

Dari uraian di atas yang telah dikemukakan, sehubungan dengan pokok 

pembahasan dalam skripsi ini, maka perbuatan perusakan lingkungan HUtan dalam 

hal pertambangan tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan perbuataanya, akan tetapi 

untuk mengetahui lebih jelas terhadap tanggungjawab pidana terhadap perusakan 

lingkungan hutan, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang

l2\v\vw/republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12iO8/07/m8elez-70-persen-kenisakan-
hutan-akibat-tambang. Diakses tanggal 11 Januan 2013

l3"’w'v/rqiuhlika.co.id/bcrua/lingkungan/12A)8/07/m8elez-70per5cn-keruxakan-hutan-akibat
lambang. Diakses pada tanggal I 1 Januari 2013
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PERUSAKANPIDANA“PERTANGGUNGJAWABANberjudul

LINGKUNGAN HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dia tas maka

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana perusakan lingkungan hutan dalam

hal pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-

Undangan No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang

No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan ?

2. Apakah yang menjadi kendala penerapan sanksi pidana terhadap

pemambangan tanpa izin ditinjau Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang- 

Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 

Tahun 1999 tentang kehutanan ?

3. Bagaimana solusi penyelesaian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan hukum pidana, hukum 

pertambangan dan hukum lingkungan dalam pengkhususan lingkungan hutan



9

yang dilihat dari sudut pertanggung jawaban atas perusakan hutan dalam hal 

pertambangan tanpa izin;

2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala penegakan Pasal 

117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang

kehutanan;

3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi pertanggungjawaban terhadap

pelanggaran Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No 41 Tahun 1999

tentang kehutanan secara umum di waktu yang akan datang;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Dari Segi Teoritis

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya 

dan khususnya dalam bidang hutan pertambangan dan kehutanan guna untuk 

mengetahui bagaimana pertanggungjawabanpidana terhadap 

lingkungan hidup yang dilakukan pihak perusahaan yang tidak memiliki izin 

pertambangan serta menambah khasanah ilmu untuk bahan belajar dan mengajar

dan dapat memberikan ide-ide kepada peneliti lain untuk dapat melakukan 

penelitian lanjutan.

kerusakan
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b. Dari Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku bisnis dan perusahaan 

bergerak dibidang pertambangan dalam penegakan hukum terutama 

mengenai masalah penambangan ilegal.

yang

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggung 

jawab pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin yang 

d i mana permasalahan tersebut diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang- 

Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No 

41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula

hal-hal yang ada kaitanya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode 

menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.
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Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan 

yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.14

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian 

terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan terhadap efektif hukum yang dikaitkan 

dengan keberlakuan hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap 

kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya 

hukum positif15. Pendekatan penelitian deskriptif analitis yaitu mengambarkan 

sejauh mana sejauh mana praktek penerapan hukum terhadap penambangan illegal 

yang merusak hutan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan mewawancarai 

Pihak kepolisian Polresta sekayu.

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif16, pendekatan berdasarkan yuridis normatif47 terbagi menjadi lima 

(5), yaitu: Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sinkronisasi hukum, Sejarah 

hukum, dan Perbandingan hukum. Metode pendekatan adalah deskriptif analitis 

yaitu mengambarkan sejauh mana pengaturan tentang pertanggung jawaban

l5 Soeijono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm.43.
^^2 ujB 5”ban8 Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,

16 Soeijono Soekanto/6/V/., hlm. 10.
Yuridis Normatif adalah suatu kegiatan yang menjelsakan hukum tidak diperlukan data atau 

fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum 
tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah vang ditempauh adalah langkah 
normali t yaitu studi dokumentasi melalui kepustakaan.
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sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan hutan yang 

dilakukan sebagai akibat dari pertambangan liar yang tanpa izin dilihat dan 

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Undang-Undang No 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan.

pidana serta

3. Jenis dan Sumber Bahan

1) Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan data sekunder dengan didukung data primer. Data sekunder

adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara meneiusuri dan

mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan perundang-

18undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Sedangkan data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung

dari lapangan.

2). Sumber Bahan

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

meliputi19:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang 

digunakan untuk penelitian, ini meliputi :

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Soerjono Soekarno, Penelitian Hukum NonriatiJ\ CV Rajawali Jakarta. Jakarta. 1985, hlm 14 
Jhul .hlm. 14-15
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• Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

• Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

• Perda Prov Sumsel No.5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Batu 

Bara dan Mineral

• Perundang-undangan lain yang terkait, dll.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah dibidang hukum 

berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan supaya analisisnya 

lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis membatasi ruang 

lingkup pembahasan pada sejauh mana pertanggungjawaban pidana perusakan 

lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin. Adapun lokasi penelitian 

dilakukan di Polres Sekayu Musi Banyuasin (MUBA).

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis 

mempergunakan cara dengan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode
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metode lapangan (Field Methode) yaitu data yang diperoleh melalui riset di Polres 

Sekayu yang didukung studi kepustakaan (Library Methode) yaitu metode penelitian 

dengan menggunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan 

yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

6. Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan

membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat

catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Setelah pengolahan bahan

selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,

tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan

pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu 

cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-

data yang bersifat khusus.

7. Penarikan Kesimpulan

Pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk 

guna penarikan kesimpulankata-kata untuk menggambarkan jawaban 

Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitupermasalahan,20 cara

Soerjono Soekarno. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986. hlm 32.
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ke data-databerpikir dengan menarik kesimpulan dan data-data yang bersifet 

yang bersifat khusus.21

umum

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian 

dalam bentuk lampiran akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, 

ruang lingkup, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

disusun

BABI

: TINJAUAN PUSTAKABAB II

Tinjauan Umum tentangmembahasbabPada im

Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana, Jenis sanksi pidana, 

Pengertian Pertambangan dan Pengertian Kehutanan, serta 

Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana

Pertambangan

BAB III : PEMBAHASAN.

Pada bab ini m en bah as tentang Bagaimana Pertanggung jawaban

Pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa

izin berdasarkan Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang 

No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Pasal 78 Undang-

_1 Bahdcr Johan Nasulion, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju. 2008. hlm
35
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Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Apakah yang menjadi 

kendala hutan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pertambangan 

ilegal ditinjau Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 

Tahun 2009 tentang pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang 

No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Bagaimana solusi

penyelesaian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan

lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang

dituiis dan saran-saran penulis terhadap permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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